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 BAB IV 

ANALISIS IZIN POLIGAMI KARENA KETIDAKMAMPUAN ISTRI 

MELAYANI HUBUNGAN SEKS SUAMI YANG HYPERSEX  PADA 

PUTUSAN 

NO : 913/Pdt.G/2014/PA.Gs. 

 

A. Analisis Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 

913/Pdt.G/2014/PA.Gs. 

Poligami bukanlah suatu hal yang dianjurkan dalam agama Islam, 

sebaliknya juga bukan merupakan suatu larangan. Tetapi Islam 

memberikan peluang untuk poligami sebagai upaya untuk mengatasi 

kepentingan yang bertalian dengan kemaslahatan masyarakat dan para 

pelakunya dan bukan sebagai ajang coba-coba atau sekedar untuk 

menyalurkan seks semata. Poligami adalah rahmat Allah SWT kepada 

manusia yang telah disediakan untuk mengatasi kesulitan dan merupakan 

jalan keluar bagi mereka yang belum atau tidak menemukan tujan yang 

didambakan dalam perkawinan baik yang pertama maupun yang 

selanjutnya.1 

Suami yang akan berpoligami harus mendapatkan izin dari 

pengadilan, dan izin itu harus diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang 

beragama Islam.  

                                                           
1 Murtadha Muthahari, Citra Wanita Terhormat…, 217. 
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Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 

913/Pdt.G/2014/PA.Gs tentang izin poligami karena istri tidak mampu 

melayani hubungan seks suami yang hypersex. Dalam perkara ini suami 

mengutarakan alasanya ingin mengajukan poligami karena istri tidak 

sanggup melayani sang suami dalam berhubungan intim sehari tiga kali, 

suami sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh 

norma agama dan hukum negara dan alasan tersebut telah diakui oleh 

sang istri, 

Upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan 

melalui mediasi oleh  Mediator  Drs. H. Azhar Syamsuri, SH., Mediator 

Pengadilan Agama Gresik, namun mediasi antara para pihak tersebut 

tidak berhasil. 

Dimuka persidangan Termohon juga menyampaikan jawaban secara 

lisan bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan 

Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi 

dengan calon istri kedua Pemohon yang mana hal ini telah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam 

Pemohon juga telah menghadirkan calon istri keduanya tersebut, 

yang pada pokoknya menyatakan ia kenal dengan Pemohon, bersedia 

untuk menjadi istri kedua Pemohon atas kemauanya sendiri, maka hal ini 

telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

64 

 

  Keterangan penghasilan dari kepala desa setempat menerangkan 

bahwa pemohon sebagai swasta memiliki penghasilan 7.500.000,- 

disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, 

menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan 

hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Pemohon dalam keteranganya juga 

menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 

Dalam fakta hukumnya bahwa hubungan antara pemohon dan calon 

istri kedua pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan, serta 

keinginan pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun 

oleh Majlis Hakim telah diberi nasihat dan penjelasan mengenai 

kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang suami yang melakukan 

poligami. 

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan memberikan izin kepada seorang suami 

yang akan beristri lebih dari seorang apabila : 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Pada putusan ini terdapat  sedikit kekurangan dimana hakim tidak 

memperhatikan ketiga syarat alternatif seperti yang tersebut diatas,  

dalam syarat alternatif tersebut tidak ada persyaratan yang menyatakan 
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bahwa ketidakmampuan istri melayani hubungan biologis suami yang 

hypersex dapat dijadikan sebagai alasan poligami.  

Namun hakim berpendapat istri tidak mampu melakukan hubungan 

biologis dapat dianalogikan sebagai istri tidak mampu menjalankan 

kewajiban sebagai istri. Menurut pendapat dari salah satu hakim 

Pengadilan Agama Gresik yang memutus perkara ini yaitu Bpk. M. Bisyri 

mengatakan, bahwa meskipun didalam Undang-Undang tidak 

menyebutkan secara ekplisit ketidakmampuan istri melayani hubungan 

biologis suami yang hypersex bisa dijadikan sebagai alasan izin poligami, 

tetapi Majelis Hakim menafsirkan  bahwa alasan tersebut masih ada 

korelasinya dan termasuk dari izin poligami karena istri tidak mampu 

melayani suami. Maka dari itu permohonan ini patut dikabulkan, yang 

terpenting syarat alternatif dan kumulatif untuk izin poligami sudah 

terpenuhi.2 

Adapun Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan seorang 

laki-laki untuk beristri lebih dari seorang, apabila telah memenuhi syarat 

yang sudah ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974, yaitu : 

a. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri; 

Hakim dapat meminta persetujuan dari pihak istri baik secara tertulis 

maupun secara lisan di depan sidang pengadilan. Tetapi Hakim 

biasanya langsung mendengarkan keterangan dari pihak istri secara 

                                                           
2 Hakim M. Bisyri, Wawancara, Pengadilan Agama Gresik, 16 Juni 2017 
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lisan di depan sidang pengadilan, hal ini untuk menghindari pemalsuan 

surat persetujuan oleh pihak suami apabila persetujuan itu secara 

tertulis. 

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 

hidup istri-istri dan anak-anak mereka; 

Hakim dapat mengukur jumlah nominal kekayaan yang ada pada pihak 

secara umum pada saat surat permohonannya diajukan, baik dari surat 

asli keterangan dari kepala Desa setempat atau surat keterangan lainya 

yang dapat diterima oleh Pengadilan. Jadi kepastian yang dimaksud 

dalam hal ini adalah suatu penilaian hakim berdasarkan kekayaan yang 

ada pada pemohon pada saat permohonan diajukan, bukan kepastian 

yang bersifat mutlak. 

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan 

anak-anak mereka. 

Hakim dapat meminta surat pengakuan atau surat pernyataan bahwa 

suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. 

Dan apabila suatu saat suami menyimpang dari isi surat pernyataan 

yang dibuatnya, maka secara otomatis istri dapat menuntutnya ke 

pengadilan. 

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, 

permohonan pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri 

lebih dari satu sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI, dan telah 
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memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari satu sebagaimana 

diatur dalam Pasal 4 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan jo, Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. 

Penulis berpendapat, melihat upaya yang dilakukan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Gresik dalam mengabulkan permohonan izin poligami 

dengan persetujuan istri, dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Gresik telah memenuhi aturan dan tidak menyalahi 

ketentuan perundang-undangan. Majelis berpendapat permohonan 

pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2), 

Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, 

Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b,c, dan d) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 

55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka permohonan 

Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan. 

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memang tidak 

dijelaskan secara ekplisit bahwa ketidakmapuan istri melayani hubungan 

biologis suami boleh dijadikan alasan poligami, tapi majlis hakim 

menganalogikan ketidakmampuan istri melayani hubungan biologis suami 

sama dengan istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri. 

Penulis sependapat dengan dasar hukum yang dipakai oleh Majelis 

Hakim, karena disini hakim harus menggali hukum yang mencerminkan 

keadilan dalam proses penegakkan hukum dimana setiap aparat hukum 

yang terlibat, dapat berlaku adil dengan memberikan kepada setiap orang 

apa saja yang sudah menjadi haknya. Dan dasar hukum yang digunakan 
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oleh hakim sudah sesuai dengan ketentuan materil atau perundang-

undangan yang berlaku. 

 

 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Izin Poligami Nomor : 

913/Pdt.G/2014/PA.Gs. 

Masalah poligami terdapat “ Mas}lah}at Mulgha>h” yaitu seorang yang 

berpoligami mempunyai kemaslahatan bagi dirinya, rumah tangga dan 

keluarganya daripada ia monogami. Akan tetapi banyak pula terjadi 

kemudharatan bagi diri, rumah tangga dan keluarga bila melakukan 

poligami.3 

Memperhatikan pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan, 

berpoligami tidak bisa dilakukan oleh individu (suami) secara mandiri. 

Maka dari itu diperlukan orang atau lembaga tertentu untuk 

mempertimbangkanya, yakni hakim atau pengadilan. Setelah melalui 

proses persidangan dan musyawarah, majelis hakim berwenang untuk 

menyimpulkan antara menerima atau menolak izin poligami yang 

dilakukan oleh seorang suami. Seorang suami akan diberi izin poligami 

oleh pengadilan jika kemashlahatan yang timbul lebih dominan seperti 

mampu memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya, sanggup 

berlaku adil dan lain lain. Sebaliknya, jika kemudharatan yang akan 

                                                           
3 Supardi Mursalin, Menolak Poligami…,38 
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timbul lebih dominan, maka hakim tidak akan mengeluarkan izin 

poligami tersebut. 

Pintu poligami tidak bisa dikatakan sudah terkunci rapat-rapat. Sebab 

tidak tertutup kemungkinan ada maslahah yang besar dibalik poligami. 

Bisa jadi mashlahah yang ditimbulkan lebih besar dari kekhawatiran 

adanya mafsadah. Syekh Mustofa al-Maraghi menjelaskan bahwa yang 

paling menjamin terwujudnya rumah tangga mawaddah wa rahmah  bila 

suami hanya memiliki satu istri. Monogami merupakan jalan yang paling 

mulus untuk membentuk keluarga sakinah. Namun ketika ada kerikil yang 

menghalanginya, pada satu saat poligami dibolehkan, bahkan dianjurkan 

karena itu merupakan jalan yang lebih maslahah. Misalnya, ketika sang 

istri tidapat memberikan keturunan, sementara seorang suami 

mendambakan seorang keturunan untuk meneruskan dinastinya. Atau si 

istri adalah wanita frigid, sementara suami adalah laki-laki yang perkasa. 

Dalam kasus-kasus seperti ini tidak ada alasan melarang suami untuk 

melakukan poligami. Dan sudah tentu poligami lebih mashlahah 

ketimbang menceraikan istri apalgi sampai harus ‘jajan’ di luar.4 

Berangkat dari sini, kebolehan poligami hanya merupakan solusi 

ketika tujuan perkawinan sudah tidak dapat terpenuhi. Poligami tidak 

dapat dijadikan sebagai ajang untuk mengumbar hawa nafsu, apalagi 

dijadikan sebagai cita-cita hidup. Dengan demikian, asalkan ada tujuan 

kemashlahatan, disamping itu kesejahteraan dan kerukunan rumah tangga 

                                                           
4 Abu Yazid, Fiqih Realitas; Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer, 

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 354. 
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terpenuhi, tidak sampai menimbulkan perceraian maka poligami bisa 

‘diamini’. 

Hukum Islam sendiri telah meletakkan konsep dasar poligami 

sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 3 : 

                          

                           

      
Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 

mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 

senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak 

akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau 

budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih 

dekat kepada tidak berbuat aniaya”.5 

 

Maksud dari ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki merasa yakin 

tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah 

perempuan lain. Pengertian semacam ini dalam ayat tersebut bukanlah 

hasil dari pemahaman yang tersirat, sebab para ulama sepakat siapa yang 

yakin dapat berbuat adil terhadap anak permpuan yatim, maka ia berhak 

menikahi wanita lebih dari seorang. Sebaliknya, jika takut ia tidak dapat 

berbuat adil ia dibolehkan menikah dengan perempuan lain.6 

        Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam 

meladeni istri, seperti: pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat 

lahiriah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat 

                                                           
5 Depag, RI, Mushaf Al Azhar Al Qur’an dan Terjemah…,77. 
6 Tihami, Fikih Munakahat…, 359 
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tertentu. Dan ayat tersebut membatasi diperbolehkanya poligami hanya 

empat orang saja. Namun, apabila takut akan berbuat durhaka apabila 

menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia 

cukupkan dengan seorang saja.7 

Adapun dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik 

tentang izin poligami karena istri tidak mampu memenuhi hubungan seks 

suami yang hypersex, suami mengutarakan alasanya ingin mengajukan 

poligami karena istri tidak sanggup melayani sang suami dalam 

berhubungan intim sehari tiga kali, suami sangat khawatir akan 

melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan hukum negara 

dan alasan tersebut telah diakui oleh sang istri, pada dasarnya merupakan 

alasan yang wajar dan alasan tersebut dapat dianalogikan dengan istri 

tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri. 

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa pengadilan memberikan izin 

kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 

Alasan ini memang bisa dibenarkan sebab salah satu tujuan 

perkawinan adalah untuk memenuhi hak-hak pasangannya termasuk 

menyalurkan hasrat biologis terhadap pasanganya, maka dengan 

ketidakmampuan istri melayani suaminya dapat dikategorikan dalam 

                                                           
7 Ibid.,.360. 
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istri yang tidak mampu menjalankan kewajibanya sebagai istri, ini 

berarti hak-hak suami dalam rumah tangga tidak dapat terpenuhi. 

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. 

Alasan ini adalah semata-mata berdasarkan alasan kemanusiaan sebab 

bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir dan batin selama 

hidupnya apabila hidup bersama dengan istri dengan kondisi yang 

demikian. Oleh karena itu poligami dianggap solusi yang tepat 

daripada menceraikan istrinya yang sedang dalam penderitaan dan 

membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari seorang suami. 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Alasan ini adalah alasan yang wajar, sebab memperoleh keturunan 

adalah salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri. 

Meskipun didalam undang-undang tidak dijelaskan secara ekplisit 

bahwa ketidakmampuan istri melayani hubungan biologis suami yang 

hypersex bisa dijadikan sebagai alasan izin poligami, namun hakim 

berpendapat istri tidak mampu melakukan hubungan biologis dapat 

dianalogikan sebagai istri tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai 

istri. 

Selain itu juga, demi kemashlahatan para pihak itu sendiri dan 

menjauhkan gunjingan dari masyarakat, maka Pengadilan Agama Gresik 

mengabulkan permohonan izin poligami dengan pertimbangan apabila 

permohonan poligami tersebut tidak dikabulkan, maka sangat 
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dikhawatirkan akan dapat menimbulkan efek negatif, dikarenakan 

hubungan antara pemohon dan calon istri kedua telah berlangsung lama 

dan sulit untuk dipasahkan serta keinginan pemohon untuk melakukan 

poligamipun sangat tinggi, meskipun oleh Majelis Hakim sudah diberi 

nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh 

seorang suami yang melakukan poligami. 

Diizinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon 

dan Termohon akan menanggung mudha>rat (risiko) bahkan dampak 

negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa risiko yang dihadapi oleh 

Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan 

melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung 

mudha>rat (risiko), maka dipilih mudha>rat (risiko) yang lebih ringan, hal 

ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi : 

ََ  اِذَا تَ عَارَضَ مَفْسَدَتََنِ رُوْعِيَ اَعْظَمُهُمَا ضَرَراً بِِرْتِكَابِ اَ خَفٍهِمَا  

Artinya :  "Apabila dihadapkan dengan dua mafsadah maka supaya dijaga 

jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya 

dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan”.8 

 

Maksud dari kaidah tersebut secara harfiahpun sudah dapat dipahami 

dengan jelas yaitu ketika dihadapkan dengan dua pilihan dimana 

keduanya sama-sama memiliki sisi mudharatnya, maka kita harus 

memolih salah satu yang nilai mudharatnya lebih kecil dan lebih ringan. 

                                                           
8 Imam Masbukin, Qawaid al-Fiqhiyah...,  h.76 
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Jika poligami ini tidak dikabulkan maka disini akan muncul dua 

mudharat. Mudharat yang pertama yaitu perzinaan. Mudharat yang kedua 

yaitu poligami itu sendiri, karena jika poligami ini dikabulkan sudah 

barang tentu sang istri merasakan sakit hati meskipun sang istri sudah 

mengakui rela untuk dimadu. 

Maka dari itu, putusan Majelis Hakim dalam memberi izin poligami 

dengan alasan istri tidak mampu melayani hubungan seks  kepada suami 

yang hyperseks dengan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti diatas 

tersebut sudah tepat dan benar, karena sudah memilih resiko yang paling 

ringan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta 

hukum syar’i dalam Islam. 

Dalam menyelesaikan perkara izin poligami, kedua syarat alternatif 

dan kumulatif harus terpenuhi, karena syarat tersebut sudah menjadi dasar 

hukum poligami. Pengaturan hukum mengenai poligami tersebut 

dimaksudkan untuk merealisasikan kemashlahatan perkawinan yaitu 

terwujudnya  cita-cita dan tujuan perkawinan, serta mewujudkan rumah 

tangga yang kekal dan abadi yang di ridhai Allah SWT. Maka dari itu 

segala perseoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi 

terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan atau 

setidaknya dikurangi.  

Jadi menurut penulis dari keseluruhan alasan-alasan maupun syarat-

syarat seorang suami berpoligami, mungkin hakim hanya berpedoman 

bahwa adil merupakan syarat utama dan yang terpenting syarat alternatif 
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dan kumulatif terpenuhi. Majlis Hakim lebih cenderung untuk mencegah 

atau  mengambil madharat yang lebih ringan, karena jika izin poligami 

tersebut tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi perzinaan atau juga 

perceraian. 

Penulis berpendapat, dasar hukum dan pertimbangan hakim yang di 

gunakan dalam memutus perkara izin poligami tersebut sudah relevan 

dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan 

Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Hakim mempunyai 

kewenangan untuk menafsirkan bahwa ketidakmampuan istri melayani 

hubungan seks suami yang hypersex dianggap sebagai istri  yang tidak 

dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri, sehingga hakim 

mengabulkan  permohonan izin poligami tersebut. 

 

 

 

 

 

 


